
BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK KABUPATEN JEMBER 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa untuk melaksanakan 
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 
dan Susunan Perangkat Daera 
Peraturan Daerah Kabun==,,., 
melakukan penye . t 
Tugas dan ~ •">I":~ u..,=_,.=.L ... 

Jem 

n Daerah 
bentukan 

as1, 
abupaten 

sebagaimana dimaksud 
etapkan Peraturan Bupati tentang 

n rganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
atuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember. 

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint 
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik I esia 
Tahun 2016 Nomor 187, tambahan Lembaran Ne a Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahu 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ~'""~ 

anajemen 
ia Ta 

2017 Nomor 63, tambaha 
Nomor 6037) seb~~ 

tentang Manajemen 
a Republik Indonesia Tahun 

baran Negara Republik Indonesia 

ah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
asan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

e esia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 



Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan 
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 546); 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-44 1 Tahun 2019 
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jember Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI S 
KESATUAN BANGSA DAN POLIT 

n · ng dimaksud dengan : 
a.dajah abupaten Jember. 

a ah Bupati Jember. 

SUSUNAN 

e aris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 
adan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut 

Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Jember. 

5 . Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya 
disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Jember. 

6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Jember. 

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Jember. 

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 



10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada instansi pemerintah. 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah UPTD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Jember. 

12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Jember. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

( 1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kar,.,.... .. = 
atas kelompok Jabatan Fungsional; 

d. Bidang Politik Dalam Negeri, 
Fungsional; 

e. Bidang Ketahan EkoLkO .• ~...-. 
Kemasyarakata e 

f. Bidang ad 
Ke r.>n1,TV"I 

a sud pada 
pemerintahan di 

s10nal; 
·~•F,s,,,=U .... Konflik Terdiri atas 

ayat ( 1) mempunyai tugas 
bidang kesatuan bangsa dan 

n dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing­
masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Bagian Kesatu 
Sekretariat 

Pasal 3 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 



dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan 
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan 
Keuangan di lingkungan Badan; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi 
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di 
lingkungan Badan; 

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan 
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan 
Keuangan di Lingkungan Badan; 

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang 
milik negara yang menjadi tanggungjawab Sadan; dan 

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian n 

Pasal4 ,1 / Q:'. 

Sub Sagian Umum dan Kepegawaian seb • ~1J 913,!l~T.I Pasal 
(1) hurufb angka 1, mempunyai t.~.,:<$'!A""' · , ' 
a. menyiapkan administrJl.i!~\Ufl:f.. ,'tl!rfrria:\a,,p.,1:,engiriman dan 

pendistribusian 
b. menyiapk =-.1.<1.J•-

Bad, (\ •• 
C. peenneyn~amp~~§J~· ,ar.· - rapat - rapat dinas, perjalanan dinas, 

~ _ an dan kebersihan lingkungan Sadan serta 
,,,,,, pelayan · .ajj.tali€ggaan lainnya; 

d. menyia~ an telaahan dan pelayanan informasi; 
e. men)icWKctn dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di 

,,_li~kllngan Badan; 
menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang; 
melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, 
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor ; 

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan 

i. 

J. 
k. 

aset/barang milik daerah; dan 
melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan 
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; 
menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 



Bagian Kedua 
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan 

Dan Karakter Bangsa 
Pasal 5 

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan sebagian 
tugas badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah 
kebangsaan di wilayah kabupaten; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , 
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tun"'''";u.-­
Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; 

saan, bela 
Tunggal Ika 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan keb 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, B · e 

dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten· 'm::· 
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideo r,wt r I ~ gsaan, be la 

negara, karakter bangsa, pemba · 8ft1/• {J3~~-
11 

Tun 
dan sejarah kebangsaan di · n; \ / \ \ v 

e. pelaksanaan monito · FtSt<'l'~I l iµi\., 1aang ideologi, 

wawasan ke:!).iti:;@3 ",TP;illft a,,ta.,J
1

_ l t:i~ktl~-"hangsa, pembauran 
keban ,, ij i., -> ah kebangsaan di wilayah 

Pfil~~;ld ! Ci I\ I 

pelakmrt 

I 

n i ~ erikan oleh Kepala Badan. 

/ \ U Bagian Ketiga 
Lf1,.,.J Bidang Politik Dalam Negeri 

Pasal 6 
~-

~Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
~ huruf d, bertugas melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan 

politik kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta 
pemantauan situasi politik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Politik 
Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala 
Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten; 



b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 
umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah 
kabupaten; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan 
situasi politik di wilayah kabupaten; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah 
serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik 
di wilayah kabupaten; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Bagian Keempat 
Bidang Ketahanan Ekonomi, SosialJli'ICday: ~rJ 

Agama dan Organisasi Ke~~~i,kli, \ 
Pas 

(1) Bidang Ketahanan 
Kemasyaraka 
mempuny ~:1~,~ 

poli · 
cegah 

' 
an Organisasi 

ayat (1) huruf e, 
s a · ' tu ' n esatuan bangsa dan 

~sm,,-,.,.,onomi, sosial, budaya, fasilitasi 
a, fasilitasi kerukunan umat beragama 

,v-cu:1,!Jr·"'erta pendaftaran onnas, pemberdayaan ormas, dan peng 
evaluasi 

I 
si gketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. 

(2) Untuk 
Ket 

ct~..u1akan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang 
konomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan, 

,y,;,,uyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi kerukunan umat bergama dan penghayat kepercayaan serta 
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di vvilayah kabupaten; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, 
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,, budaya, 
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 
ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; 



d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
pendaftaran ormas, pemberdayaan onnas, evaluasi dan mediasi sengketa 
onnas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 
umat bergama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, 
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 
norma dan norma asing di wilayah kabupaten; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Bagian Kelbna 
Bidang Kewaspadaan Nasional 

clan Penanganan Konfiik 
PasalS 

( 1) Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sebagaim 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, melaksanakan sebagian tug adan 
kesatuan bangsa dan politik kabupaten di bidang kewa,,,...., __ ,aan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga ke · ~1~~~~1 an lembaga 
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fas'· ~k gaan bidang 
kewaspadaan perbatasan antar negara, i ~1 m bidan 
kewaspadaan, serta penanganan konfl' bi t 

(2) untuk melaksanakan tugas .,..,s<~@Jm~ ud ~ bidang 

kewaspadaan nasional d .,,...,.,.J,.,. , !fl y an fungsi : 
a. penyusunan l,Uilri L0>lJE1,Jqg' I d~b g a aan dini, kerjasama 

intelijen,CA".,, .. f31lta . si , ga a asing dan lembaga asing, 
ke ~ i pe a: ar n a, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewas~i~aia j 1e Jl>e11f1:!lt•m'!~~onflik di wilayah kabupaten; 

b. penyu~if,n~pi usan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjas,ia~6 ~lije , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
lemb~ · g, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kele gaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 

~lakupaten; k b''ak d' b'd k d d' . k . ' l" 
~ c. pe sanaan e IJ an 1 1 ang ewaspa aan 1n1, eIJasama mte 1Jen, 
~ pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang aisng, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 
kabupaten; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 



BABID 
UPTD 

Pasal9 

( 1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan. 
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. 
(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi 

UPTD Badan diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABIV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 10 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegi·~n sesuai 
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdas ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Kelompok Jabatan Fun · 
huruf b angka 2 
tenaga fung Y,\lllhlll : ~on/J.jl>elt;»:b 

I 

r1\ . 
I 

I 

ayat (1), 
s sejumlah 

ungsional sesuai 
dengan b. •tlall~fitl)(a LJ 

(2) Kel pok,m r1up~:s, . ana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh sub ' · .pi:tHJ;l.----i ngsi pelayanan fungsional sesuai dengan 
ruang lin I g.-OL!g.1~ an fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(3) Subkoor aimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas 
memban J?.e::jlili,at Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan 
dan gendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 

ompok substansi pada masing-masing uraian tugas. 
4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat 

Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. 
(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator ditetapkan oleh 

Bupati. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 12 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 



Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas fungsi masing-masing. 

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing­
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 
dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara ~ 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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(1) Kepala Badan diangkat 
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uw.JrTegawai Negeri 
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,-,-.,.an, Kepala UPTD diangkat dan 
ai Negeri Sipil yang memenuhi syarat 

4i$.nlt~lal'll:fi1 Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan 

BAB VII 
ESELON JABATAN 

Pasal 14 

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Eselon II b 
atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator. 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator. 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau 

merupakan Jabatan Pengawas. 
(5) Kepala Subagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon IV b atau 

merupakan Jabatan Pengawas. 



BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 
Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana 
tercan tum dalam lam pi ran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 
(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan 

pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini; 
(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 202 1 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan 
pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan B 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Or~._ ..... ►><?-.,,, 

Tata Kerja Kesatuan Bangsa dan Polif 
Kabupaten Jember Tahun 2021 
berlaku. 

setl 
upati ini 

1 , memerintahkan pengundangan Peraturan 
nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. 

Ditetapkan di Jember 
pada tanggal l. 're.brva.t-1 2022 

Diundangkan di Jember . 
pada= , 1 J. fe.bn,,An 2022 BUPATI JEMBER, 

~I ~~ AE H, 
ttd 

HENDYS 

tama Madya 
15 199202 1 001 
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